
BUP_ATI ACEH UTARA
PDRATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOIIIOR ///+ TAHUN 2OO?

TENTANG

PENYERTAAN MODAL 
\

KABUPATEN ;:Hffi DAE.I,\H

BUPATI ACEH UTARA,

' bahwa untuk melaksanakan kefc.i,,-- rr^- r ,.
Nomor I -Tahun 2004 ,.l.nttt1uun 

Pasal 4l ayat (5) U,dang-Unrtrtng

pasa,, 56 u***.u"..", X::jTT:;:liil,T:il,L::il:l
Aceh, memberi kesempat

Daerah untuk meningkatka 
dan membuka peluang bagi Pernerintrir

.x*,m,:x;::; :;:ffi l":^ ,,: ilil T" :::::;
bahwa samb, menunssu -1,T,.'ff"ffi::: Modar pe,rerinrahDaerah Kabupaten Aceh
perat,,ran rlupati,.,;;;n':;.;I" J:::l^l:"#11",:,,"#l;Kabupaten Aceh Utara,
penyertaan n.,odul p",narin, 

y g merupakan landasan pelaksanr:,n

perusahaan 
Swasta Nasion 

daerah.pada perbankan, BUMD, BUMI,J,

Badan Hukurn o* a*i'*.,[l;;:;*'*'"''' 
Yavasan' Perseorangan,

bahwe berdasarkan pertimbanoan eAh. _^:* ^ -
perru mengatur aut* p".oi 

gan sebagaimana dimaksud pada hurul a

Modat pernerint;;;_rr* Bupati Aceh Urara rentang penyerraan
abupaten Aceh Utara;

Undang-Undang Nomor 7 D

ffi 
" Tll*:rliH":' ::I::il" T:HiilTil

Nomor 5g, Tambahan L"rb, 
Ntg*u Republik Indonesia Tahun 1r)-rrj

Undang-Undang Nomor 3 g 

tran Negara Nomor 1092);

Negara Republik Indonesia .,Tahun 
1995 tentang Pasar Modal (Lembar.n

Negara Nomor 3608); 
lahun 1995 Nomor 64', Tambahan Len.bara:r

Metrim bang

Me:T13ing1g

b

c

2



3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan .\tasUndang-Undang Nomo
Retribusi oae.ah 11"-lal"l, H:"';:ffi1"i:"::,T ff:l#;Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 404g);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 iomo. +2, Tambaha'Lembaran Negara Nomor 42g6);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha MilikNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 70.Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4297) ;
6. Llndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 *;,,". ,,;;;l;;Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Nega.a Republik Indonesia Tahun 2c04Nomor 53, Tambahan Le

8 undang-undang NomorffiI'ffi1:X;':::.r,tahan 
Daerah(Lenibaran Negara Republik Indonesia Tahun 200a Nomor 125,Tambahan Lembaran Nr, dengan unaung-unaun;'::J:T' ;:;ll "rff"':ffiJ",I",:;:::

Peraturan Pemerintah penssanti ,n.rrhn^ rr-J- :,
rentans perubah* 

",.. J::I::.I:il';ffi : i;;:r#:,H::;
Pemerintahan Daerah r

Republik Indonesia ru*"tn'uo' 
undang-Undang (Lembaran Negtua

Negara Repubrik,,d"".,i;u":j::)il"' 
i 08' rambahan Lembaran

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 rentang perimbangan 
Keuanganantara pemerintah pusat

Republik Indonesia Tah 
Pemerintahan Daerah (Lembaran ir{egara

Negara Nomor 443g); 
Lun 2004 Nomor 126' Tambahan Lernbara.

10. Undang-Undang Nomor ll Tah,,. )^^. .^__ ^ '

(LembaranNeg*"*"0,0,,'J,;*,.,"1ff T#.:il::;ti;r:::
Lembaran Negara Nomor 4633);

I l. Peraturan pemerintah Nor
pemerintahan *,*" .J:::,:;Hffi:TTTfTffi:,:I
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 200? N<

4i37) : 
rmor 82' Tambahan Lembaran Negara Nomor

{



12. Peraturan pemerintah 
l

xffi:l,Tffi.i}l 
=..:xi:H::i":."Tff 

ffffi 
,:;:

13. Keputusan presiden Nom 
baran Negara Tahun 2006 *",n"t olrrt""

pengadaan . *,., * "," 
".J.o,,lT"T,i rll.Iflf -oman p 

e r aks ana a n

Indonesia Tahun 2003 Nomor 120); 
Negara Republik

14. Peraturan Menteri Dalam
Pengelolaan Keuangan 

"J;t:" 

Nomor 13 rahun 2006 tentang Pedonrarr

15. Qanun Aceh Nomor 3 Ta
(Lembaran Daerah provl 

n 2007 tentarg Tata cara Pembuatan eanun
Nomor 3, Tambahan 

ttsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 200i,

Danrssalamr**roor*ffi Daerah Provinsi Nanggroe Aceh

16. Qanun Kabupaten.Aceh [Jra., NT^*^_ , _ .

pokok pengelolaan 
Keui 

Utara Nomor 1 Tahun 2006 tentang pokok-

Aceh Utara rur.,un zoc*g 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Kabupaten Aceh r,u,. r;t r)il"iolo]u'no*un 
Lembaran Daerah

Mc,rctapkan :

MEMUTUSI(AN 
I

PERATURAN BUPATI A
MODAL PEMERINTAI{ 

.CBH UTARA TBNTANG PENYtrRTA.'TN
,AERAH KABUPATEN ACEH UTARA,

KI 
BABI

ITENTUANUMUM

Dalam peraturan 
Bupati ini ,*, #ll[ dengan :1. Daerah adalah Kabupat

:::,,:.fl"a**;' # -:tr# ;,:?'H,"::.:;
setempat sesuai dengan pr 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat

prinsip Negara 
"aru**t"tutun 

perundang-undangan 
dalam sistem dan

,'":ff ffi I;" ffi ffT:::"i:H: i,IH:il#ld
.|

,:X',ffi;:::lT::* vang seranjutnva di sebut pemerintah

Daerah Kabupaten Aceh u,,lu 

uou'* unsur penyelenggara pemeriniah.ur

Daerah; 
ara yang terdiri atas Bupati dan perangkat



' 3. Bupati adalah Kepala pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara yang
dipilih melalui suatu proses pemilihan yang demokrastis yang dilakr:kan
berdasarkan asas langsung,Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adii;

4' Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya diseb*t
Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh utara (DPRK) adalah uns,irr
penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh utara )/arrg
anggotanya dipilih melalui pemilihan Umum;

5. Pejabat adalah pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi tugas rrrau
kewenangan tertentu sesuai dengan ketentuan perafuran perundang_
undangan;

6. Sekretaris Daerah adarah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh utara;
7. Pihak Ketiga adarah perbankan, Badan Usaha Milik Daerah (B,MD),

Badan usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan Swasta Nasionar/Asing.
Koperasi, yayasan dan Badan Hukum lainnya;

8. Penyertaan Modal Daerah adarah setiap kegiatan daram menyertakan
modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga ata.
pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan
tertentu;

9. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yallg
seluruhnya terbagi daram saham, dan memenuhi persyaratan yang
ditentukan oleh undang-undang Niomor I Tahun r995 tentang perseroan
Terbatas dan Tatacara pelaksanaanya;

10' Perusahag'n Daerah adalah perusahaan yang modar seruruhnya atau
sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;

1 l. Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah adalah pedoman dasar
mengenai pengelolaan keuangan daerah;

12' Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh IJtara,
selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintatr
Daerah Kabupaten Aceh utara yang disetujui bersama oleh Dcwan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh utara yang ditetapkan dengan ean.n
Kabupaten Aceh Utara;



,"':,T*^:1,tn,:"erah Kabupaten Aceh utara adatah semua barang ya:igoloell atau diperoleh atas beban Anggaran pendapatan dan ts6rania
Daerah Kabupaten Aceh utara atau berasal dari perolehan lairnva
yang sah;

14' Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan daernh yang dimaksrrdkan
untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah,

BAB II
DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Dasar Penyertaan Modal Daerah adalah kesepakatan yang dituangkan daranr
suatu ikatan perjanjian para pihak agar adanya kepastian hukum dan membrrrimanfaat ekonomi serta keuntungan bagi kedua belah pihak.

Pasal3
Penyertaan Modar Daerah bermaksud untuk meningkatkan efisiensi,
efektifitas dan nilai ekonomis dalam pemanfaatan kekayaan milik pemerirrah
Daerah melarui kerja sama denga'perbankan, BUMD, BUMN, perusahaan
Swasta Nasional/Asing, Koperasi, yayasan, perseorangan, 

Badan Hukum danPihak Ketiga lainnya dalam rangka saling menguntungkan.

Pasal4
(1) Penyertaan Modal Daerah pada perbankan, BUMD, BUMN, perusahaan

swasta Nasional/Asing, Koperasi, yayasan, perseorangan, 
Badan Hulurndan Pihak Ketiga rainnya bertujuan untuk meningkatkan sumber

Pendapatan Asri Daerah (pAD), perkembangan ekonomi, pendapatan
masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.

(2) untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (r), penyertaan
Modal Daerah pada Perbankan, BUMD, BUMN, perusahaan swastaNasional/Asing, Koperasi, yayasan, perseorangan, Bod; ;;";';;", Pihak Ketiga lainnya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi
yang transparan dan akuntabilitas.



RUANG LINGKUP DAN BENTUK PENYERTAAN MODAL

BAB III

Pasal 5

Penyertaan Modal Daerah pada perbankan, BUMD, BUMN, perusahaan
Swasta Nasional/Asing, Koperasi, yayasan, perseorangan, Badan Hrrkum Jan
Pihak Ketiga lainnya diiakukan menurut kemampuan keuangan daerali

Ruang lingkup penyertaan Modal Daerah dilakukan dalam bentuk :a. Pembelian saham.

b. Pendirian badan usaha.

c. Penambahan modal.

BAB IV
KEGIATAN PENYERTAA]{ MODAL DAERAI.I

Pasal 6

Pasal 7

(l ) Penyertaan Modal

pasal 9

Daerah dalam bentuk tanah dar,/atau bangurrar:
dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DpRD.

(1) Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan pada perbankan, BUMD,
BUMN, perusahaan Swasta NasionaVAsing, Koperasi, yayasan.
Perseorangan, Badan Hukum dan pihak Ketiga lainnya.

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksuil pada ayat (1) dapat
berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai
dengan uang.

(3) Penyertaan Modal Daerah selain dalam bentuk uang dan barang dapz,t
berupa pembelian saham.

Pasal 8
(1) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa tanah dan/atau baagunan yar.g

telah dipisahkan dari Kekayaan Daerah.
(2) Penyertaan rvtodat Daerah dalam bentuk tanah dan/atau bangunan

Sebagaimana dimaksud pada ayat (t) pengadaannya sejak a.,val
diperunnrkan untuk penyenaan modal.

(2) Besarnya penyertaan Modal pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 akan dituangkan dalam ApBD.



(3) Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan sekaligus, benahap canpaling lama dalam jangka waktu l0 (sepuluh) tahun.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pelaksanaannya ditetapkar,oleh Bupati.

Pasal 10
Sebelum melakukan kegiatan penyertaan Modal Daerah
dilakukan kegiatan kajian antara lain:

terlebih dahuiu

a Melakukan penilaian terhadr
pemerintah Daerah. 

tp tanah dan/atau bangunaa milit</ dikuasai

Penilaian tanah dan/atau ban

dilakukan oleh pemerintah r:::il 
sebagaimana dimaksud pada hurtrl a

Melakukan kajian terhadap kelayakan dan bentuk penyertaan 
Moda.lDaerah yang akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prir,sipekonomi dan/atau kepentilgan umum.

b

c

(1) Penyertaan Modal Dae

dar/itau perjanjian *t*r'fr 
dilakukan dengan kesepakatan bersama

dituangkan dalam nota ut 

Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga rar:g

bersama, 
esepakatan bersama dan/atau naskah perj.urjiar

Pasal 1l

(2) Dalam nota kesepakatan bersama dar/atau naskah perjanjian bersamasebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi pokok :

a. identitasmasing-masingpihak;.

b. jenis dan nilai modal para pihak;
c. bidang usaha;

d. hak dan kewajiban para pihak;
sanksi; dan

lain-lain yang dianggap perlu

BAB V
PENAMBAHAN DAN PENGALIHAN MODAL DAERAII

Pasal l2

e.

f.

(1) Penyertaan Modal Daeral
rain dan/atau dao", 0,",,*"1?"J::T;* H:ngr, 

dij uar kepada pih ak

(2) Penyertaan Modal Da,
dianggarkan aahm apgoe.r 

dalam bentuk uang terlebih dahr:lu



Pasal 13
Bupati menunjuk pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten acehutara sesuai dengan bidang tugas untuk melakukan penatausahaar:,
monitoring, pengawasan dan evaluasi kegiatan penyertaan Modal Daerah.

(1) Bagian laba atau sisa hasil usaha dari pelaksanaan penyertaan ModalDaerah pada pihak KetiLga yang menjadi hak Daerah disetorkau kePemerintahan Daerah melalui Kas Daerah dan merupakan bagian
Pendapatan Asli daerah (pAD).

(2) Dalam melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagairnana
dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah dan/atau
Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara.

BAB VI
HASIL USAHA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 14

BAB YIII
KETENTUAN PERALIHAN

Prsal l6
Penyertaan Modal Daerah yang telah dilaksanakan sebelum peraturan inidiundangkan, masih tetap berlaku sepanj ang tidak bertentangan denganperaturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PBNUTUP

Pasal 1?

pEMB,-^"rv ;lX #IcENDALTAN
Pasal lS

(l) Bupati melakukan pembinaan secara teknis dan pengendalian terhadap
pelaksanaan penyertaan Modal Daerah.

Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan teknis pelaksanaanya
oleh Bupati.

diatur

(2) Laba atau sisa hasil usaha atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menjadi penerimaan Daerah pada tahun berikutnya.



pasal 1g

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan perahran
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
padatanggal 15 Maret 2007

UTARA,

Wp
ILYAS A. HAMID


